
104

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Me� 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu

IMPLIKASI YURIDIS FOTOKOPI SURAT KEPUTUSAN 
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG 

DILEGALISASI SEBAGAI AGUNAN DALAM PERJANJIAN 
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Abstract
Writing this journal aims to analyze the credit agreement of the bank between the 
bank as a creditor with the Civil Servants as the debtor who uses a photocopy of 
the Decree of the Appointment of Civil Servants who are legalized as collateral. 
This journal is prepared using empirical juridical research method and the 
approach used is case approach and concept approach. Based on the results of 
this study it is known that the Bank piahk dare to receive a copy of the Decree of 
the Appointment of Civil Servants who are legalized as collateral in the credit 
agreement using the juridical basis of credit analysis 5c which is the basic 
principle of bank credit analysis based on the Law of the Republic of Indonesia 
Number 10 of 1998 on Amendment to Act Number 7 of 1992 Concerning 
Banking. Photocopy of a legalized appointment letter of civil servants belonging 
to movable and intangible objects that can be used as collateral based on the 
classification of legal guarantees because it has economic value in the form 
of slip of gajih civil servants. Trust to the debtor is the foundation of the bank 
providing credit funds.

Keywords: Bank Credit Agreement, Photocopy of Certificate of Legalized  
      Civil Servant Appointment, Collateral Credit, Trust

Abstrak
Penul�san jurnal �n� bertujuan untuk menganal�s�s perjanj�an kred�t bank antara 
p�hak bank selaku kred�tor dengan p�hak Pegawa� Neger� S�p�l selaku deb�tor yang 
menggunakan fotokop� Surat Keputusan Pengangkatan Pegawa� Neger� S�p�l 
yang d�legal�sas� sebaga� agunan. Jurnal �n� d�susun dengan menggunakan metode 
penel�t�an yur�d�s emp�r�s dan pendekatan yang d�gunakan adalah pendekatan 
kasus dan pendekatan konsep. Berdasarkan has�l penel�t�an �n� d�ketahu� bahwa 
p�ahk Bank beran� mener�ma fotokop� Surat Keputusan Pengangkatan Pegawa� 
Neger� S�p�l yang d�legal�sas� sebaga� agunan dalam perjanj�an kred�t dengan 
menggunakan dasar yur�d�s ya�tu anal�s�s kred�t 5c yang merupakan pr�ns�p 
dasar anal�s�s kred�t bank berdasarkan Undang-Undang Republ�k Indones�a 
Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 
1992 Tentang Perbankan. Fotokop� Surat Keputusan Pengangkatan Pegawa� 
Neger� S�p�l yang d�legal�sas� termasuk ke dalam benda bergerak dan t�dak 
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berwujud yang dapat d�jad�kan agunan berdasarkan klas�f�kas� hukum jam�nan 
karena mem�l�k� n�la� ekonom�s berupa pet�kan sl�p gaj�h pegawa� neger� s�p�l. 
Kepercayaan kepada deb�tor merupakan dasar p�hak bank member�kan dana 
kred�t.

Kata kunc�: Perjanjian Kredit Bank, Fotokopi Surat Keputusan   
         Pengangkatan  Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisasi,   
         Agunan Kredit, Kepercayaan.

I. PENDAHULUAN
Berdasarkan Pasal 1313 

KUHPerdata d�nyatakan bahwa suatu 
perjanj�an atau persetujuan adalah 
perbuatan dengan mana satu orang atau 
leb�h meng�katkan d�r�nya terhadap 
satu orang la�n atau leb�h. Hubungan 
antara dua orang tersebut adalah suatu 
hubungan hukum d�mana hak dan 
kewaj�ban d�antara para p�hak tersebut 
d�jam�n oleh hukum.2

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Republ�k Indones�a Nomor 
10 Tahun 1998 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1992 Tentang Perbankan3 (selanjutnya 
d�sebut UU Perbankan), Bank adalah 
badan usaha yang mengh�mpun 
dana dar� masyarakat dalam bentuk 
s�mpanan dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk kred�t dan 
atau bentuk-bentuk la�nnya dalam 
rangka men�ngkatkan taraf h�dup rakyat 
banyak. Sedangkan yang d�maksud 
dengan Kred�t dalam Pasal 1 angka 11 
UU Perbankan ya�tu penyed�aan uang 
atau tag�han yang dapat d�persamakan 

2 H.R. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank 
Garansi,(Bandung: PT. C�tra Ad�tyaBakt�, 
2005), hlm. 175.

3 Lembaran Negara Republ�k Indones�a Tahun 
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republ�k Indones�a Nomor 3790.

dengan �tu, berdasarkan persetujuan 
atau kesepakatan p�njam mem�njam 
antara Bank dengan p�hak la�n yang 
mewaj�bkan p�hak pem�njam untuk 
melunas� hutangnya setelah jangka 
waktu tertentu dengan pember�an 
bunga.

Proses pember�an kred�t tentunya 
mem�l�k� dasar dar� aspek hukum. 
Pember�an kred�t akan membentuk 
suatu hubungan hukum dengan segala 
ak�bat hukum yang dapat men�mbulkan 
kerug�an bag� Bank selaku kred�tor 
apab�la hal-halang mendasar dalam 
perjanj�an kred�t terlupakan. Hal-hal 
mendasar yang harus d�perhat�kan oleh 
p�hak Bank dalam pember�an kred�t 
salah satunya berupa adanya jam�nan 
dar� deb�tor yang dapat member�kan 
suatu keyak�nan kepada Bank atas 
kesanggupan deb�tor untuk melunas� 
kred�t sesua� dengan perjanj�an. 
Keabsahan dan kebenaran subjek 
hukum dan objek hukum merupakan 
syarat utama dalam perjanj�an. 
Keabsahan dan kebenaran tersebut 
d�dapat melalu� proses menel�t� dan 
anal�s�s dar� p�hak bank. Data yang 
d�tel�t� oleh p�hak Bank merupakan 
data-data dar� p�hak deb�tor yang 
menyangkut mengena� �dent�tas, 
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karakter, pendapatan, jam�nan 
dan kemampuan deb�tor dalam 
pemenuhannya guna pengembal�an 
kred�t berdasarkan perjanj�an kred�t. 

Kred�t yang mem�l�k� art� 
kepercayaan j�ka dalam perspekt�f 
hukum dapat berart�:
1. Bahwa pember�an kred�t oleh 

Bank kepada nasabahnya yang 
terleb�h dahulu d�buatkan suatu 
perjanj�an (hukum perjanj�an) 
t�daklah berart� Bank t�dak 
percaya kepada nasabahnya, 
tetap� perjanj�an (kred�t) tersebut 
sengaja d�buat sebaga� suatu 
alat bukt� (hukum pembukt�an) 
bag� para p�hak apab�la terjad� 
persel�s�han d� kemud�an har�.

2. Bahwa perjanj�an kred�t 
yang d�buat antara Bank dan 
nasabahnya adalah sarana untuk 
menuangkan segala macam jen�s 
kesepakatan dan persyaratan 
kred�t yang ada, termasuk 
cara-cara pembayaran bag� 
nasabahnya dalam melaksanakan 
prestas�nya.4

Dalam pember�an kred�t �n� 
tentunya melalu� prosedur dan 
pemenuhan syarat-syarat tertentu dar� 
p�hak bank, salah satunya dengan 
perjanj�an kred�t yang d�serta� dengan 
agunan atau jam�nan kred�t. Tentunya 
jam�nan kred�t atau agunan tersebut 
dapat d�p�ndahtangankan dalam 
hal �n� mem�l�k� n�la� ekonom�s 
yang berart� bahwa agunan tersebut 
mem�l�k� hak yang dapat d�al�hkan 

4 Op.cit, hlm. 22.

hak kepem�l�kannya. Jam�nan kred�t 
atau agunan yang d�jad�kan salah 
satu persyaratan dalam pember�an 
p�njaman/kred�t, menurut hukum 
d�golongkan sebaga� barang t�dak 
bergerak dan barang bergerak serta 
berwujud dan t�dak berwujud.5

Dalam Pasal 1 angka 23 UU 
Perbankan menyatakan, agunan 
adalah adalah jam�nan tambahan yang 
d�serahkan Nasabah dan/atau Deb�tor 
kepada bank dalam rangka pember�an 
fas�l�tas kred�t atau pemb�ayaan 
berdasarkan Pr�ns�p Syar�ah. Agunan 
berupa surat-surat berharga yang 
salah satunya adalah Surat Keputusan 
Pengangkatan Pegawa� Neger� S�p�l 
(selanjutnya d�sebut SK Pengangkatan 
PNS) bukan merupakan benda 
yang dapat d�p�ndahtangankan (hak 
kepem�l�kan dalam benda tersebut 
t�dak dapat d�al�hkan), namun dalam 
praktek perbankan yang mel�hat dar� 
n�la� ekonom�s pada SK Pengangkatan 
PNS tersebut menjad�kannya dapat 
d�ter�ma oleh beberapa bank sebaga� 
agunan. Terdapat pertentangan 
atas penggunaan SK Pengangkatan 
PNS sebaga� agunan karena SK 
Pengangkatan PNS tersebut t�dak dapat 
d�al�hkan seh�ngga akan men�mbulkan 
kesul�tan bag� p�hak bank dalam 
melakukan eksekus� apab�la terjad� 
kred�t macet dalam pelunasan kred�t 
yang d�maksud.

P�hak Bank juga harus berhat�-
hat� dalam pember�an kred�t untuk 
mengurang� res�ko yang akan 
5 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional 

Indonesia,(Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 68.
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t�mbul. Agunan dalam pember�an 
kred�t mem�l�k� art� keyak�nan 
atas kemampuan dan kesanggupan 
deb�tor untuk melunas� hutangnya 
merupakan faktor yang pent�ng untuk 
mengurang� res�ko tersebut. Mesk�pun 
pember�an kred�t tersebut berdasarkan 
kepercayaan, kegunaan agunan dalam 
perjanj�an kred�t sangat pent�ng. Hal 
�n� d�sebabkan apab�la deb�tor t�dak 
mampu membayar atau melunas� 
hutangnya, maka agunan �n� yang 
akan d�gunakan oleh p�hak Bank atau 
kred�tor sebaga� sumber pendanaan 
untuk melunas� kred�t dar� deb�tor �tu 
send�r�.

Guna men�ngkatkan pendapatan 
dar� Bank, banyak keb�jakan-keb�jakan 
d�keluarkan oleh p�hak Bank. Keb�jakan 
yang d�jalankan oleh salah satu p�hak 
Bank yang berada d� Bal� ya�tu dengan 
menggunakan SK Pengangkatan 
PNS. PT. Bank Pembangunan Daerah 
Bal� (selanjutnya d�sebut PT. BPD 
Bal�) telah menjalankan keb�jakan 
dengan mengeluarkan dananya dalam 
bentuk kred�t yang menggunakan 
SK Pengangkatan PNS yang berada 
d� daerah, kota, maupun kabupaten 
d� Bal� sebaga� agunan. Mel�hat hal 
tersebut, dapat d�pertanyakan bahwa 
baga�mana �mpl�kas� yur�d�s dalam 
penggunaan SK Pengangkatan PNS 
sebaga� agunan kred�t.

Ketatnya persa�ngan usaha 
d�b�dang perbankan yang khususnya 
d� Bal� telah membuat mas�ng-mas�ng 
bank mengeluarkan berbag� keb�jakan 
dalam penyaluran dana kred�t. Adanya 

persa�ngan kred�t yang ketat tersebut 
membuat salah satu Bank mengeluarkan 
keb�jakan dengan memperbolehkan 
deb�tor menggunakan fotokop� SK 
Pengangkatan PNS yang d�legal�sas�. 
Hal tersebut terjad� karena SK 
Pengangkatan PNS yang asl� telah 
d�jad�kan jam�nan d� PT. BPD Bal�. 
Dalam hal �n�, berart� 1 orang nasabah 
atau deb�tor telah menggunakan 1 
agunan dalam 2 Bank yang berbeda. 
Hal tersebut d�atas dapat men�mbulkan 
permasalahan dalam �lmu hukum 
berupa klas�f�kas� hukum jam�nan 
dalam penggunaan fotokop� SK 
Pengangkatan PNS yang d�legal�sas� 
sebaga� jam�nan pada Perjanj�an Kred�t 
Bank.

Beg�tu banyaknya Bank 
Perkred�tan Rakyat (selanjutnya 
d�sebut BPR) yang berkembang dan 
bersa�ng d� Prov�ns� Bal� membuat 
salah satu P�hak BPR menerapkan 
keb�jakan tersebut d�atas. PT. Bank 
Perkred�tan Rakyat Ash� (selanjutnya 
d�sebut PT. BPR. Ash�) terletak d� 
Jalan Raya Semp�d� No.8 Kabupaten 
Badung Prov�ns� Bal� telah member�kan 
keb�jakan kred�t kepada para pegawa� 
neger� s�p�l yang sudah mem�l�k� kred�t 
d� PT. BPD Bal� dengan menggunakan 
agunan berupa SK Pengangkatan PNS, 
dapat kembal� mengajukan kred�t d� 
PT. BPR Ash� dengan menggunakan 
fotokop� SK Pengangkatan PNS yang 
d�legal�sas� sebaga� agunan. Dalam 
hal �n� p�hak Bank memasukan agunan 
tersebut ke dalam fiducie eigendom 
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overdract (FEO)6 dalam bentuk 
perjanj�an d�bawah tangan yang hanya 
d�warmek�ng oleh p�hak Notar�s. 
Kred�t semacam �n� d� PT BPR Ash� 
d�sebut dengan Kred�t Program.7

Pent�ngnya asas kebebasan 
berkontrak dalam kesepakatan 
perjanj�an kred�t bank dan asas 
kepercayaan oleh p�hak Bank 
kepada deb�tor merupakan kunc� 
dar� berjalannya perjanj�an kred�t 
tersebut. Apab�la p�hak deb�tor 
telah melakukan wanprestas� dalam 
pemenuhan kewaj�bannya kepada 
p�hak Bank, p�hak Bank belum 
mem�k�rkan mengena� ak�bat hukum 
yang d�t�mbulkan dan gant� rug� 
dalam penggunaan agunan berupa 
Fotokop� SK Pengangkatan PNS yang 
d�legal�sas� agar dapat mengembal�kan 
kerug�an yang d�t�mbulkan oleh p�hak 
Deb�tor kepada p�hak Bank selaku 
Kred�tor. 

Oleh karena �tu, pent�ng bag� 
p�hak PT. BPR Ash� untuk mengetahu� 
ak�bat hukum dan �mpl�kas� yur�d�s 
dalam perjanj�an kred�t Bank yang 
menggunakan agunan berupa Fotokop� 
SK Pengangkatan PNS yang d�legal�sas� 
6 Fiducie eigendom overdract (FEO), ya�tu 

penyerahan hak m�l�k berdasarkan atas 
kepercavaan. D�kut�p dar� Sal�m HS, 
Perkembangan Hukum Jaminan di 
Indonesia,(Jakarta: PT Raja Graf�ndo Persada, 
2004), hlm. 55.

7 Termuat dalam Pedoman Kred�t PT BPR Ash�, 
BAB II Kebijakan Perkreditan Bank, Kred�t 
�n� merupakan Kred�t Program, ya�tu kred�t 
yang d�ber�kan kepada nasabah, pegawa�, ba�k 
pegawa� neger� maupun pegawa� swasta yang 
d�lakukan secara kolekt�f, dan pembayaran 
kred�tnya juga d�lakukan secara berkelompok 
melalu� pemotongan gaj�h dar� bendahara pada 
�nstans� tersebut, dengan mengangsur pokok 
dan atau bunga set�ap bulannya, hlm. 18 

agar ke depan p�hak Bank leb�h cermat 
dalam mengeluarkan keb�jakan dana 
kred�t. Berdasarkan latar belakang 
masalah yang telah d�kemukakan 
tersebut d�atas maka penul�s membuat 
karya �lm�ah dengan judul: “Implikasi 
Yuridis Fotokopi Surat Keputusan 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
yang dilegalisasi Sebagai Agunan 
dalam Perjanjian Kredit Bank 
(Studi di PT Bank Perkreditan 
Rakyat Ashi Kabupaten Badung 
Provinsi Bali)”.

Berdasarkan latar belakang 
permasalahan tersebut d�atas, maka 
dapat d�rumuskan permasalahan yang 
terjad� dalam pokok kaj�an adalah 
sebaga� ber�kut:
1. Apakah yang menjad� landasan 

yur�d�s p�hak Bank mener�ma 
fotokop� SK Pengangkatan PNS 
yang d�legal�sas� d�gunakan 
sebaga� agunan dalam perjanj�an 
kred�t?

1) Baga�manakah �mpl�kas� 
yur�d�s terhadap fotokop� 
SK Pengangkatan PNS yang 
d�legal�sas� sebaga� agunan 
dalam perjanj�an kred�t?
Or�g�nal�tas penel�t�an d�lakukan 

dengan memband�ngkan beberapa 
penel�t�an, d�antaranya:
1. Pelaksanaan Perjanj�an Kred�t 

dengan Jam�nan Surat Keputusan 
Pengangkatan Pegawa� Neger� 
S�p�l (Stud� Penel�t�an d� PT. Bank 
Rakyat Indones�a (Persero) Tbk, 
Cabang Lumajang) yang d�tul�s 
oleh Rahmad� Hal�m pada jurnal 
Hukum Program Pascasarjana 

Vol. 6, No. 1 : 104 - 119



109

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Me� 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu

Un�vers�tas D�ponegoro. Dalam 
penel�t�an tersebut membahas 
tentang prosedur penca�ran 
kred�t dengan menggunakan 
jam�nan Surat Keputusan 
Pengangkatan Pegawa� Neger� 
S�p�l.8 Sedangkan penel�t�an �n� 
membahas mengena� penggunaan 
fotokop� Surat Keputusan 
Pengangkatan Pegawa� Neger� 
S�p�l yang d�legal�sas� sebaga� 
agunan kred�t.

2. Pelaksanaan Perjanj�an Kred�t 
dengan Jam�nan Surat Keputusan 
Pengangkatan Pegawa� Neger� 
S�p�l d� PT. Bank Rakyat 
Indones�a (Persero) Cabang 
Salat�ga yang d�tul�s oleh F�tr�a 
Dew� Purnamasar� pada jurnal 
Hukum Program Pascasarjana 
Un�vers�tas D�ponegoro. 
Dalam penel�t�an tersebut 
leb�h membahas pada klausula 
yang d�cantumkan dalam 
perjanj�an kred�t.9 Sedangkan 
dalam penel�t�an �n� membahas 
tentang �mpl�kas� yur�d�s dalam 
penggunaan fotokop� Surat 
Pengangkatan Pegawa� Neger� 
S�p�l yang d�legal�sas� sebaga� 
agunan.   

8 Rahmad� Hal�m, Pelaksanaan Perjanjian 
Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi 
Penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk, Cabang Lumajang), 2006, 
Tes�s Un�vers�tras D�ponegoro.

9 F�tr�a Dew� Purnamasar�, Pelaksanaan 
Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat 
Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Cabang Salatiga, 2007, Tes�s Un�vers�tas 
D�ponegoro.

 Penel�t�an hukum �n� mempunya� 
2 (dua) tujuan yakn� Tujuan 
Umum dan Tujuan Khusus:

1) Tujuan Umum: untuk 
mengetahu� secara mendalam 
mengena� �mpl�kas� yur�d�s 
penggunaan agunan berupa 
Fotokop� SK Pengangkatan 
PNS yang d�legal�sas� dalam 
perjanj�an kred�t Bank, seh�ngga 
dapat member� sumbangan 
pem�k�ran mengena� aspek 
hukum dan ak�bat hukum bag� 
p�hak Bank selaku kred�tor dan 
p�hak nasabah selaku deb�tor 
dalam perjanj�an kred�t Bank 
tersebut.

2) Tujuan Khusus: Untuk 
mendeskr�ps�kan landasan 
yur�d�s p�hak Bank dalam 
penggunaan agunan berupa 
fotokop� SK Pengangkatan 
PNS yang d�legal�sas� dalam 
perjanj�an kred�t Bank. Untuk 
menganal�s�s tentang �mpl�kas� 
yur�d�s dan klas�f�kas� hukum 
jam�nan terhadap fotokop� 
SK Pengangkatan PNS yang 
d�legal�sas� d�gunakan sebaga� 
agunan dalam perjanj�an kred�t 
Bank.

II.  Metode Penelitian
Pendekatan penel�t�an adalah 

metode atau cara mengadakan 
penel�t�an.10 Jen�s penel�t�an yang 
saya gunakan dalam penel�t�an �n� 
adalah penel�t�an hukum emp�r�s yakn� 
10 Suhars�m� Ar�kunto, Prosedur Penelitian 

(Suatu Pendekatan Praktek), (Jakarta: 
R�eneka C�pta, 2002), hlm. 23. 
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penel�t�an hukum yang objek kaj�annya 
mel�put� ketentuan dan mengena� 
pemberlakuan atau �mplementas� 
ketentuan hukum normat�f (kod�f�kas�, 
Undang-Undang) secara in action / in 
abstracto pada set�ap per�st�wa hukum 
yang terjad� dalam masyarakat in 
concreto.11

Penel�t�an hukum emp�r�s �n� 
d�lakukan untuk memast�kan apakah 
has�l dar� penerapan pada per�st�wa 
hukum in concreto tersebut telah 
sesua� atau t�dak dengan ketentuan 
Undang-Undang atau perjanj�an 
telah d�laksanakan sebaga�mana 
mest�nya atau t�dak, seh�ngga para 
p�hak yang berkepent�ngan mencapa� 
tujuannya. Penel�t�an hukum emp�r�s 
harus d�lakukan d� lapangan dengan 
metode dan tekn�k penel�t�an lapangan 
dengan cara mel�hat dan menel�t� 
fakta-fakta yang terjad� d� lapangan 
tentang penggunaan Fotokop� SK 
Pengangkatan PNS yang d�legal�sas� 
sebaga� agunan dalam perjanj�an kred�t 
Bank menurut klas�f�kas� Hukum 
Jam�nan dalam Undang-Undang.

Pendekatan-pendekatan yang 
d�gunakan d� dalam penel�t�an hukum 
�n� adalah pendekatan kasus (case 
approach) dan pendekatan konseptual 
(conceptual approach) 12untuk 
menghas�lkan konsep perba�kan, 
perjanj�an kred�t, pendapat ahl� dar� 
l�teratur, jurnal, Koran, dan art�kel dar� 
11 Abdulkad�r Muhammad, Hukum dan 

Penelitian Hukum, (Bandung: C�tra Ad�tya 
Bakt�, 2004), hlm. 134.

12 Peter Mahmud Marzuk�, Penelitian 
Hukum,(Jakarta: Prenada Med�a Group, 
2009), hlm. 93.

�nternet sebaga� bahan pendekatan untuk 
menganal�sa.13Penel�t�an �n� bers�fat 
preskr�pt�f14 anal�t�s15 yang d�harapkan 
dapat menghas�lkan argumentas� 
dan konsep sebaga� preskr�ps� yang 
sudah mengandung n�la� dan dapat 
menjad� salah satu pert�mbangan 
dalam menyelesa�kan permasalahan 
yang berhubungan dengan penel�t�an 
�n�. Dalam klas�f�kas� �n� agar dapat 
d�tujukan untuk menggambarkan 
secara tepat mengena� s�tuas� atau 
kejad�an dan menerangkan hubungan 
antara kejad�an tersebut dengan 
masalah yang akan d�tel�t�, karena dar� 
has�l penel�t�an �n� d�harapkan dapat 
member�kan anal�s�s dan pembenaran 
mengena� penggunaan agunan yang 
benar dan seharusnya d�gunakan dalam 
perjanj�an kred�t Bank.

Penel�t�an �n� merupakan 
penel�t�an hukum emp�r�s yang 
menggunakan bahan hukum terd�r� 
dar� 2 (dua) bahan hukum ya�tu:

13 Metode penel�t�an dengan pendekatan 
perband�ngan d�sebut comparative approach 
ya�tu memband�ngkan pendapat ahl� untuk 
mel�hat suatu masalah

14 Ilmu hukum yang preskr�pt�f merupakan 
�lmu yang mempelajar� tujuan hukum, 
n�la�-n�la� kead�lan, val�d�tas aturan 
hukum, konsep-konsep hukum dan norma 
hukum. D�kut�p dar� Peter Mahmud 
Marzuk�, Penelitian Hukum, (Jakarta: 
Kencana, 2005), hlm. 22.

15 J�ka pada klas�f�kas� d�atas var�abel d�jelaskan 
dan d�uj�, maka pada klas�f�kas� “anal�t�s” �n�, 
mas�ng-mas�ng var�abel d�hubungkan yang 
pada dasarnya d�kembal�kan pada t�ga aspek, 
ya�tu : mengklas�f�kas�, memband�ngkan 
dan menghubungkan.D�kut�p dar� Jujun S 
Sur�asumantr�, Ilmu Dalam Perspektif Moral, 
Sosial dan Politik : Sebuah Dialog tentang 
Keilmuan Dewasa Ini, (Jakarta: Gramed�a, 
1986), hlm. 61-62. 
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Bahan Hukum Pr�mer (data 
lapangan), yakn� bahan hukum yang 
d�peroleh oleh penel�t� dar� sumber 
asalnya yang pertama dan belum 
d�olah dan d�ura�kan oleh orang la�n. 
Data yang d�peroleh d�dapatkan secara 
langsung melalu� tekn�k anal�sa data 
proposal nasabah, wawancara dengan 
�nforman d� PT. BPR Ash� d� Kabupaten 
Badung Prov�ns� Bal� dan data yang 
d�dapat melalu� perjanj�an kred�t Bank 
terka�t. Adapun bahan sumber hukum 
tersebut terd�r� dar�: Akta Pend�r�an 
PT, System Operational Procedure 
(SOP), Proposal deb�tor, dan Akad 
perjanj�an kred�t bank.

Bahan hukum sekunder  dalam 
penel�t�an hukum emp�r�s merupakan 
bahan yang d�peroleh dar� kepustakaan 
ya�tu dengan menel�t� bahan-bahan 
hukum yang terd�r� dar� :KUH 
Perdata; Undang-Undang Republ�k 
Indones�a Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 
Perbankan; Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 1999 tentang Jam�nan F�dus�a; 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas; 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawa�an; Surat 
Keputusan D�reks� Bank Indones�a No. 
23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februar� 
1991; beserta l�teratur-l�teratur hukum, 
jurnal hukum, majalah, karya tul�s, dan 
has�l penel�t�an yang ada ka�tannya 
dengan permasalahan dalam penel�t�an 
�n�.

Penel�t�an �n� d�lakukan dengan 
metode pengumpulan data-data d� 
lapangan tempat menel�t� beserta bahan 
hukum, melalu� stud� kepustakaan, 
wawancara dan stud� dokumentas�. 
Metode penelusuran bahan hukum 
�n� d�lakukan dalam bentuk kaj�an 
terhadap menel�t� langsung d� lapangan 
atau d�tempat menel�t�, l�teratur, 
dokumen-dokumen, karya �lm�ah dan 
ber�ta pada �nternet.

Guna mendapatkan has�l atau 
jawaban atas permasalahan yang 
d�tel�t�, maka keseluruhan data yang 
terkumpul selanjutnya d�olah dan 
d�anal�s�s dar� aspek praktek dan 
teor�nya. Anal�sa data yang telah 
d�lakukan adalah anal�sa kual�tat�f, 
dalam art� keseluruhan data yang 
terkumpulkan d�klas�f�kas�kan 
sedem�k�an rupa kemud�an d�amb�l 
yang ada hubungannya dengan 
permasalahan yang akan d�bahas. 
Akh�rnya akan d�peroleh kes�mpulan 
untuk menjawab semua permasalahan 
yang d�cantumkan. Setelah data tersebut 
semua d�olah, selanjutnya pembahasan 
d�saj�kan secara anal�s�s deskr�pt�f 
ya�tu memaparkan secara lengkap dan 
mendeta�l aspek-aspek tertentu yang 
berka�tan atau bersangkutan dengan 
masalah, d�ber�kan ura�an dan d�saj�kan 
secara berurutan sesua� dengan data 
yang pada akh�rnya menjad� sebuah 
tes�s.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Landasan Yuridis Pihak 

Bank Menerima Fotokopi 
SK Pengangkatan PNS yang 
dilegalisasi sebagai Agunan 
dalam Perjanjian Kredit
Pr�ns�p kehat�-hat�an p�hak 

Bank dalam mengeluarkan dana kred�t 
merupakan pelaksanaan dasar anal�s�s 
kred�t. Menurut Pasal 8 UU Perbankan, 
dalam melaksanakan keg�atan 
usahanya yang berupa pember�an 
kred�t bank antara la�n:16

1) Waj�b mempunya� keyak�nan 
berdasarkan anal�s�s yang 
mendalam atas �t�kad dan 
kemampuan serta kesanggupan 
deb�tor untuk melunas� utangnya 
sesua� dengan yang d�perjanj�kan 
(Pasal 8 ayat (1));

2) Mem�l�k� dan menerapkan 
pedoman perkred�tan sesua� 
dengan ketentuan yang 
d�tetapkan oleh Bank Indones�a 
(Pasal 8 ayat (2)).
Mengena� anal�s�s kred�t p�hak 

bank telah tercantum dalam Pasal 8 
ayat (1) UU Perbankan yang dapat 
d�jelaskan berdasarkan ketentuan 
tersebut ya�tu : Pertama, dalam 
memperoleh keyak�nan tersebut, 
sebelum member�kan dana kred�t, 
bank harus melakukan pen�la�an secara 
tel�t� dan seksama atas kepr�bad�an, 
kemampuan, modal, agunan, dan 
prospek usaha calon deb�tor; Kedua, 
sebaga�mana bahwa agunan merupakan 
16 M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan 

Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT 
Rajagraf�ndo Persada), 2007, hlm. 79.

salah satu unsur pember�an kred�t, 
maka apab�la berdasarkan unsur-unsur 
la�n telah dapat d�peroleh keyak�nan 
atas kemampuan debut�r dalam 
pengembal�an hutangnya, agunan 
d�maksud hanya dapat berupa barang 
dan hak tag�h yang d�b�aya� dengan 
kred�t yang bersangkutan.

Dalam penel�t�an �n�, tentunya 
p�hak PT BPR Ash� telah menerapkan 
pr�ns�p kehat�-hat�an tersebut dalam 
anal�s�s kred�t sebelum penyaluran 
dana kred�tnya. Anal�s�s kred�t 
berdasarkan pr�ns�p kehat�-hat�an telah 
d�jalankan p�hak PT BPR Ash� dengan 
menggunakan Pr�ns�p 5C. Seorang 
account officer dalam melakukan 
anal�s�s terhadap suatu permohonan 
kred�t harus berpegang teguh pada 5C 
pr�ns�p anal�s�s kred�t, ya�tu:17

Character: pen�la�an terhadap 
watak atau kepr�bad�an calon deb�tor, 
dengan tujuan untuk memperoleh 
kepast�an bahwa p�njaman / deb�tor 
akan bersed�a memenuh� janj� atau 
kewaj�bannya membayar kembal� 
kred�t yang telah d�ter�ma sesua� 
dengan perjanj�an yang telah d�buat.

Capacity: pen�la�an terhadap 
kemampuan deb�tor untuk melakukan 
pembayaran kembal� kred�tnya. 
Kemampuan �n� d�ukur dengan 
catatan prestas� deb�tor d� masa lalu 
(track record), apab�la deb�tor pernah 
p�njam kepada p�hak manapun, dan 
atau p�hak bank la�n, yang d�dukung 
dengan anal�s�s adm�n�strat�ve maupun 

17 Pedoman Keb�jaksanaan Perkred�tan Bank PT 
BPR ASHI, Struktur Organisasi Kredit, hlm. 
36.
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pengamatan langsung d� lapangan 
terhadap keg�atan usaha maupun 
tempat mencar� nafkah.

Capital: pen�la�an terhadap 
modal yang d�m�l�k� oleh calon 
deb�tor. Kemampuan �n� d�ukur dengan 
memband�ngkan jumlah modal send�r� 
terhadap keseluruhan modal yang 
d�perlukan untuk menjalankan usaha 
(kred�t yang d�perlukan untuk modal 
usaha).

Collateral: jam�nan yang d�m�l�k� 
calon deb�tor atau kekayaan yang 
d�m�l�k� calon deb�tor untuk mengkover 
kred�t yang akan d�ter�manya yang 
mem�l�k� n�la� marketable dan layak 
untuk d�jam�nkan sebaga� agunan, 
ba�k asset tak bergerak (tanah) maupun 
barang bergerak (kendaraan) dan la�n-
la�n.

Conditions: bank harus mel�hat 
kond�s� ekonom� secara umum 
(makro) dan secara spes�f�k mel�hat 
keterka�tannya dengan jen�s usaha 
calon deb�tor. Hal �n� d�lakukan 
karena keadaan eksternal perusahaan 
mempunya� peranan yang sangat besar 
dalam memperlancar atau t�mbulnya 
res�ko atas usaha yang d�b�aya� 
(untuk kred�t yang d�pergunakan 
untuk keg�atan usaha). Sedangkan 
untuk kred�t yang d�pergunakan 
untuk konsumt�f harus d�ka�tkan 
dengan s�tuas� kond�s� ekonom� 
yang d�sebabkan oleh keb�jaksanaan 
pemer�ntah.18

18 Pedoman Keb�jaksanaan Perkred�tan Bank PT 
BPR ASHI, Struktur Organisasi Kredit, hlm. 
36-37.

Sebelum kred�t d�ca�rkan, 
account officer19(petugas kred�t) 
harus melakukan anal�s�s kred�t atau 
pendekatan secara cermat dan tel�t� 
berdasarkan pr�ns�p 5C tersebut 
d�atas dan menggunakan pendekatan 
anal�s�s sebaga� ber�kut: 1) pendekatan 
kemampuan pembayaran (Repayment 
capacity approach); 2) pendekatan 
karakter (Character Approach); 3) 
pendekatan kelayakan usaha (fesibility 
approach).

Adapun syarat-syarat dan 
langkah deb�tor dalam pengajuan kred�t 
d� PT BPR Ash� yang berdasarkan atas 
pr�ns�p kehat�-hat�an bank, ya�tu:
a) Meng�s� formul�r permohonan 

kred�t sesua� dengan jen�s 
kred�t.

b) Meng�s� fotokop� �dent�tas d�r� 
KTP / SIM, Surat Keterangan 
Dom�s�l� Suam� dan Istr�.

c) Menyampa�kan laporan 
keuangan perusahaan m�n�mal 3 
bulan terakh�r.

d) Menyampa�kan bukt� 
penghas�lan dan atau surat 
keterangan (pet�kan daftar/sl�p 
gaj�) untuk kred�t yang bersumber 
dar� pendapatan tetap.

e) Melengkap� bukt� reken�ng bank 
ba�k reken�ng kred�t maupun 
tabungan bank la�n 6 bulan 
terakh�r.

f) Menyerahkan jam�nan bukt� 
kepem�l�kan kendaraan bermotor 
(BPKB) kendaraan (asl�) dan 

19 Tugas account officer d� PT BPR ASHI 
tercantum dalam Pedoman Keb�jaksanaan 
Perkred�tan Bank PT BPR ASHI, Struktur 
Organisasi Kredit, hlm. 26-28.
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atau Sert�f�kat Hak M�l�k 
jam�nan tanah atau bangunan 
(SHM/HGB).

g) Fotokop� �dent�tas pem�l�k 
jam�nan suam� �str� untuk barang 
t�dak bergerak.

h) BPKB kendaraan fotokop� 
STNK yang berlaku dan kw�tans� 
kosong 3 lembar bermatera� 
cukup yang d� tandatangan� atas 
nama BPKB, kw�tans� jual bel� 
dan apab�la atas nama orang 
la�n, d�lamp�r� surat pernyataan 
kepem�l�kan bahwa kendaraan 
belum d�bal�k nama dan surat 
kuasa menjam�nkan.

�) Kendaraan yang d�paka� jam�nan 
adalah jen�s dan merk kendaraan 
yang mem�l�k� purna jual yang 
ba�k.

j) SK Pengangkatan, Kar�p, SK 
terakh�r dan pet�kan gaj� terakh�r 
untuk kred�t kepada pegawa� 
neger� maupun �nstans� swasta.

k) B�lyet depos�to atau buku 
tabungan yang ada kalau 
kred�t dengan jam�nan cast 
collateral.20

Dar� semua langkah-langkah 
yang d�lakukan oleh p�hak bank, 
sangat jelas p�hak bank menjalankan 
keg�atan usahanya berdasarkan pr�ns�p 
kehat�-hat�an yang tercantum dalam 
Pedoman Keb�jaksanaan Perkred�tan 
PT BPR Ash�. Dalam penggunaan 
fotokop� SK Pengangkatan PNS yang 
d�legal�sas�, petugas kred�t terleb�h 
dahulu melakukan anal�s�s terhadap 

20 Pedoman Keb�jaksanaan Perkred�tan Bank PT 
BPR ASHI, Struktur Organisasi Kredit, hlm. 
32-33.

calon deb�tor tentang kesanggupan 
calon deb�tor dalam pemenuhan 
membayar kembal� kred�t tersebut. 
Kepercayaan merupakan faktor utama 
yang menjad� pr�ns�p dalam proses 
kred�t tersebut h�ngga dana kred�t 
tersebut d�ca�rkan.21

3.1.1 Pertanggung jawaban Para 
Pihak dalam Penggunaan 
Fotokopi SK Pengangkatan 
PNS yang dilegalisasi sebagai 
Agunan
Pada umumya, para p�hak 

dalam perjanj�an kred�t akan mem�l�k� 
kewaj�ban mas�ng-mas�ng setelah 
perjanj�an kred�t tersebut d�sepakat� 
dan d�tandatangan� oleh mas�ng-
mas�ng p�hak. Kewaj�ban p�hak bank 
selaku kred�tor dalam perjanj�an kred�t 
program adalah sebaga� ber�kut:
1) Memutuskan batas maks�mum 

pember�an kred�t pada p�hak 
terka�t.

2) Menentukan syarat-syarat terka�t 
perjanj�an kred�t para p�hak.

3) Menentukan atau pen�la�an 
jam�nan yang d�ber�kan deb�tor.

4) Melaksanakan penca�ran kred�t 
kepada deb�tor yang telah 
mendapat persetujuan oleh p�hak 
Credit Committee22.

21 Has�l wawancara dengan Kepala Bag�an Kred�t 
PT BPR Ash� pada har� selasa, tanggal 2 Me� 
2017.

22 Credit committee merupakan struktur 
organ�sas� perkred�tan d� PT BPR Ash� 
yang berfungs� sebaga� lembaga yang 
berwenang d�dalam mengamb�l keputusan 
tentang persetujuan dan atau penolakan atas 
permohonan kred�t, perpanjangan kred�t serta 
keputusan tentang t�ngkat kolekt�b�l�tas kred�t, 
penanganan kred�t bermasalah, dan bahkan 
sampa� dengan penghapus bukuan kred�t. 
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5) Meny�mpan data terka�t agunan, 
surat kuasa dan perjanj�an kred�t 
tersebut.
Kewaj�ban p�hak nasabah 

atau deb�tor dalam perjanj�an kred�t 
program �n� adalah sebaga� ber�kut:
1) Bertanggung jawab sepenuhnya 

mengena� keasl�an dan kebenaran 
atas seluruh data d�r� deb�tor dana 
data kelengkapan adm�n�stras� 
yang termasuk dalam syarat 
permohonan kred�t.

2) Bertanggung jawab sepenuhnya 
atas kelancaran pembayaran 
atau angsuran kred�t program 
set�ap bulannya sampa� kred�t 
tersebut d�nyatakan lunas oleh 
p�hak bank.
P�hak deb�tor member�tahu 

p�hak kred�tor dan member�kan hak 
subst�tus� kepada bendahara gaj� 
d�nas atau �nstans� kepegawa�an yang 
d�tunjuk untuk melakukan pembayaran 
angsuran kred�t.

Perjanj�an kred�t bank akan 
termuat klausula-klausula yang 
sebag�an besar merupakan upaya 
untuk mel�ndung� p�hak kred�tor 
dalam penyaluran dana kred�t tersebut. 
Klausula merupakan serangka�an 
persyaratan yang d�formulas�kan 
dalam upaya pember�an kred�t d�t�njau 
dar� aspek f�nans�al dan hukum. 

Yang beranggotakan antara la�n: Kom�sar�s, 
D�rektur Utama, D�rektur, Kepala Bag�uan 
Market�ng dan Pemasaran, Kepala Bag�an 
Operas�onal dan Treasury, Kred�t Support, 
Account Off�cer, termuat dalam Pedoman 
Keb�jaksanaan Perkred�tan Bank PT BPR 
ASHI, Struktur Organisasi Kredit, hlm. 20-
21.

Berdasarkan atas klausula yang termuat 
mengena� aspek f�nans�al dan hukum 
dalam perjanj�an kred�t bank, d�past�kan 
dalam hal �n� bahwa Pegawa� Neger� 
S�p�l bertanggungjawab atas perbuatan 
hukum dalam perjanj�an kred�t yang 
d�buatnya, kewaj�ban �n� tentu sudah 
melekat sejak Pegawa� Neger� S�p�l 
menyetuju� dan menandatangan� 
perjanj�an kred�t yang d�ber�kan oleh 
p�hak bank dalam hal �n� p�hak PT 
BPR Ash�.

3.2 Implikasi Yuridis terhadap 
Fotokopi SK Pengangkatan 
PNS yang dilegalisasi sebagai 
Agunan dalam Perjanjian 
Kredit
Pengert�an mengena� agunan 

telah d�nyatakan dalam Pasal 1 angka 
23 UU Perbankan bahwa agunan 
adalah “Jam�nan tambahan yang 
d�serahkan Nasabah Deb�tor kepada 
bank dalam rangka pember�an fas�l�tas 
kred�t atau pemb�ayaan berdasarkan 
pr�ns�p syar�ah”. Tujuan agunan 
adalah untuk mendapatkan fas�l�tas 
dan/atau pemb�ayaan dar� bank, yang 
d�serahkan oleh deb�tor kepada p�hak 
bank atau kred�tor. Dapat d�katakan 
bahwa agunan tersebut merupakan 
suatu benda yang d�serahkan oleh 
deb�tor kepada kred�tor untuk 
meyak�nkan kred�tor bahwa p�njaman 
tersebut akan d�lunas� deb�tor. 

Pengert�an benda dalam 
hukum d�nyatakan dalam Pasal 
499 KUHPerdata yang berbuny� 
“Menurut paham Undang-Undang 
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yang d�namakan kebendaan adalah 
t�ap-t�ap barang dan t�ap-t�ap hak yang 
dapat d�kuasa� oleh hak m�l�k”. Benda 
dalam pandangan hukum perdata 
merupakan segala sesuatu yang dapat 
d�ber�kan dan/atau d�letakkan suatu 
hak d� atasnya, terutama yang berupa 
hak m�l�k. Dengan dem�k�an, yang 
dapat mem�l�k� sesuatu hak tersebut 
merupakan subyek hukum, sedangkan 
sesuatu yang d�bebankan hak 
adalah obyek hukum.23 Selanjutnya, 
benda tersebut bukanlah segala benda 
yang berwujud dan dapat d�raba oleh 
panca �ndera saja, mela�nkan termasuk 
juga pengert�an benda yang t�dak 
berwujud, sepert� m�salnya kekayaan 
seseorang (mem�l�k� n�la� ekonom�s 
dalam penggunaan jam�nan). Ist�lah 
benda yang d�paka� untuk pengert�an 
kekayaan, termasuk d� dalamnya 
tag�han atau p�utang dan hak-hak 
la�nnya, m�salnya tabungan, bunga 
atas depos�to, termasuk juga SK 
Pengangkatan PNS.

Agunan yang d�jad�kan salah 
satu persyaratan dalam pember�an 
kred�t ya�tu agunan berupa benda yang 
menurut hukum d�golongkan sebaga� 
barang t�dak bergerak sepert� tanah dan 
bangunan sedangkan  berupa benda 
yang menurut hukum d�golongkan 
sebaga� barang bergerak sepert� 
kendaraan bermotor yang d�lengkap� 
dengan surat-surat bukt� kepem�l�kan 
kendaraan bermotor, agunan berupa 
surat-surat berharga maupun surat-

23 Soebekt�, Pokok-pokok hokum perdata. 
(Jakarta: Internusa, 2001), hlm. 60

surat yang berharga yang d� dalamnya 
melekat hak tag�h, sepert� saham, 
efek, surat keputusan, pengangkatan 
pegawa� neger� s�p�l (SK Pengangkatan 
PNS)24 atau berupa surat keputusan 
pens�un pegawa� neger� s�p�l, dan 
la�n sebaga�nya. Walaupun SK 
Pengangkatan PNS bukan merupakan 
benda yang dapat d�p�ndahtangankan 
(yang mempunya� n�la� pengal�han), 
tetap� perkembangan dalam prakt�k 
perbankan yang mel�hat s�s� ekonom�s 
pada surat tersebut menjad�kannya 
dapat d�ter�ma oleh beberapa bank 
sebaga� jam�nan kred�t.

Apab�la d�ka�tkan dengan 
hukum benda mengena� penggunaan 
fotokop� SK Pengangkatan PNS yang 
d�legal�sas� sebaga� agunan dalam 
perjanj�an kred�t d� PT BPR Ash�, 
fotokop� SK Pengangkatan PNS yang 
d�legal�sas� mem�l�k� unsur-unsur 
benda yang dapat d�jad�kan agunan, 
ya�tu sebaga� ber�kut:
1) Merupakan benda t�dak 

berwujud karena fotokop� 
SK Pengangkatan PNS yang 
d�legal�sas� ber�s�kan hak-hak 
yang d�m�l�k� oleh PNS (deb�tor). 
Hak-hak tersebut mem�l�k� n�la� 
ekonom�s karena dalam SK 
Pengangkatan PNS d�sertakan 
pet�kan gaj� seorang PNS tersebut 
yang dapat d�jad�kan bahan 

24 Aj�b Rakhmawanto, Seleksi Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 
Struktural, Jurnal Keb�jakan Dan Manajemen 
PNS Volume 1 Tahun 2007, (Jakarta: Pusat 
Pengkaj�an Dan Penel�t�an Kepegawa�an 
BKN, 2010), hlm. 2

Vol. 6, No. 1 : 104 - 119



117

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Me� 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu

pert�mbangan oleh p�hak bank 
dalam pemenuhan kewaj�ban 
PNS (deb�tor) guna pelunasan 
kred�t.

2) Merupakan benda bergerak 
karena SK Pengangkatan 
PNS yang d�legal�sas� dapat 
d�p�ndahkan secara nyata 
sebaga�mana telah tercantum 
dalam Pasal 509-511 
KUHPerdata.

3) Merupakan benda sudah ada 
karena dalam perjanj�an kred�t 
bank d�dahulukan benda yang 
sudah ada atau telah d�m�l�k� 
deb�tor d�gunakan sebaga� 
agunan dalam perjanj�an kred�t 
bank.

4) Merupakan benda terdaftar karena 
fotokop� SK Pengangkatan PNS 
merupakan Surat Keputusan 
yang d�ber�kan oleh pejabat 
�nstans� dalam neger� terka�t dan 
tentunya telah d�daftarkan d� 
�nstans� tersebut. 
Hal tersebut d�atas menjad� 

dasar pert�mbangan p�hak bank bahwa 
fotokop� SK Pengangkatan PNS yang 
d�legal�sas� dapat d�jad�kan agunan 
dalam perjanj�an kred�t bank d� PT 
BPR Ash�.

Penggunaan fotokop� SK 
Pengangkatan PNS yang d�legal�sas� 
sebaga� agunan dalam klas�f�kas� 
hukum jam�nan dapat d�ura�kan 
sebaga� ber�kut:
1) Termasuk ke dalam jam�nan yang 

lah�r karena perjanj�an. Fotokop� 
SK Pengangkatan PNS yang 

d�legal�sas� dalam perjanj�an 
kred�t �n� merupakan jam�nan 
yang ada karena d�perjanj�kan 
terleb�h dahulu oleh kedua 
p�hak.

2) Termasuk ke dalam 
penggolongan jam�nan khusus. 
Fotokop� SK Pengangkatan PNS 
yang d�legal�sas� merupakan 
jam�nan yang bers�fat kebendaan 
atau perorangan. Tergolong 
jam�nan khusus karena bertujuan 
agar kred�tor mem�l�k� hak 
utama atas benda jam�nan yang 
d�ber�kan oleh deb�tor dan 
per�katannya d�lakukan secara 
khusus.

3) Termasuk ke dalam jam�nan 
yang bers�fat kebendaan. Sudah 
d�jelaskan dalam hukum benda 
mengena� agunan berupa 
fotokop� SK Pengangkatan 
PNS yang d�legal�sas� termasuk 
ke dalam benda yang dapat 
d�gunakan sebaga� jam�nan.

4) Termasuk ke dalam jam�nan 
yang mem�l�k� objek benda 
bergerak. D�katakan benda 
bergerak karena fotokop� 
SK Pengangkatan PNS yang 
d�legal�sas� d�gunakan sebaga� 
agunan dapat d�p�ndahkan secara 
nyata.
P�hak Bank dalam hal �n� 

PT BPR Ash� member�kan kred�t 
dengan agunan berupa fotokop� SK 
Pengangkatan PNS yang d�legal�sas�, 
percaya bahwa jam�nan tersebut sudah 
cukup menggambarkan kemampuan 
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nasabah dalam melaksanakan 
pemenuhan kewaj�ban atau pelunasan 
kred�t yang d�ber�kan. Kepercayaan 
p�hak bank atas pelunasan kred�t 
deb�tor atas dasar SK Pengangkatan 
PNS yang d��kutkan dengan pet�kan 
sl�p gaj� deb�tor dan surat kuasa deb�tor 
kepada p�hak bank untuk menar�k 
gaj� deb�tor dar� bendahara �nstans� 
terka�t sesua� dengan kesepakatan 
schedule pembayaran deb�tor. Dapat 
d�katakan bahwa SK Pengangkatan 
PNS mem�l�k� n�la� ekonom�s bag� 
Pegawa� Neger� S�p�l (deb�tor) karena 
terdapat pet�kan gaj�h yang �kut serta 
dalam d�ber�kannya SK Pengangkatan 
PNS tersebut. Dalam kata la�n, p�hak 
Bank beran� mener�ma fotokop� SK 
Pengangkatan PNS sebaga� agunan 
dalam perjanj�an kred�t karena telah 
d�legal�sas� oleh p�hak �nstans� 
terka�t.25

IV. KESIMPULAN
1. Landasan yur�d�s p�hak bank 

dalam menyalurkan kred�t 
program ya�tu dengan Anal�s�s 
kred�t berdasarkan pr�ns�p 
kehat�-hat�an telah d�jalankan 
p�hak PT BPR Ash� dengan 
menggunakan Pr�ns�p 5C, 
ya�tu : Character, Capacity, 
Capital, Collateral, Conditions 
dan 3 (t�ga) pr�ns�p la�n, ya�tu: 
pendekatan kemampuan 
pembayaran (Repayment 
capacity approach), pendekatan 
karakter (Character Approach), 

25 Has�l wawancara dengan D�rektur PT BPR 
Ash� pada har� selasa, tanggal 2 Me� 2017.

pendekatan kelayakan usaha 
(fesibility approach). Hal-hal 
yang berka�tan dengan �dent�tas 
deb�tor, jangka waktu, jam�nan, 
wanprestas� dan batas p�njaman 
sebesar Rp. 25.000.000,- 
d�cantumkan dalam perumusan 
perjanj�an kred�t bank atau 
akad kred�t yang d�sepakat� dan 
d�bubuhkan tandatangan kedua 
belah p�hak.

2. Impl�kas� Yur�d�s fotokop� 
SK Pengangkatan PNS yang 
d�legal�sas� sebaga� agunan kred�t 
merupakan Anal�s�s karakter dar� 
seorang deb�tor ya�tu penerapan 
pr�ns�p mengenal nasabah 
(know your customer principles) 
sesua� dengan Peraturan Bank 
Indones�a Nomor 3/10/PBI/2001 
tentang Penerapan Pr�ns�p 
Mengenal Nasabah yang leb�h 
menekankan unsur kepercayaan 
pada karakter dar�pada seorang 
PNS yang selalu menjaga dan 
t�dak merusak kred�b�l�tasnya. 
Ketentuan mengena� klas�f�kas� 
hukum benda dan hukum 
jam�nan terhadap fotokop� 
SK Pengangkatan PNS yang 
d�legal�sas� t�dak dapat d�jad�kan 
sebaga� jam�nan utama dalam 
perjanj�an kred�t bank tetap� 
hanya sebaga� syarat tambahan.
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